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BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

1,

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 3 November 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah



10.

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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1.

12.

13.

14.

15.

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 457 o)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)



16.

179

18.

19.

20.

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
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22,

23:

24.

25.

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20109.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.964.649.895.314,07
b. Belanja Rp. 1.910.134.937.814,07
Surplus/(Defisit) Rp. 54.514.957.500,00
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 1.300.000.000,00
2. Pengeluaran Rp. 55.814.957.500,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. -54.514.957.500,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 279.318.605.833,07
b. Dana Perimbangan Rp. 1.329.381.343.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 355.949.946.481,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah Rp. 139.136.174.375,00
b. Retribusi Daerah Rp. 18.854.331.282,00



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 16.276.680.354,00
Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 105.051.419.822,07
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. 43.776.821.000,00

Pajak
b. Dana Alokasi Umum Rp. 796.736.415.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 488.868.107.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat 1 huruf ¢ terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp. 72.158.209.481,00

Pemda Lainnya

b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 177.902.567.000,00
Pasal 3
(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 924.587.115.178,17
b. Belanja Langsung Rp. 985.547.822.635,90

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 618.845.167.754,98
b. Belanja Bunga Rp. 2.500.000.000,00
c. Belanja Hibah Rp. 29.462.100.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 12.254.631.000,00
e. Belanja Bagi Hasil kepada Rp. 15.799.050.565,70

Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 242.726.165.857,49
Provinsi/Kabupaten /Kota dan
Pemerintahan Desa

g. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 52.964.152.392,60
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 446.094.373.868,35
c. Belanja Modal Rp. 486.489.296.374,95



Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 1.300.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 55.814.957.500,00
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 1.000.000.000,00
b. Penerimaan Kembali Peneriman Pinjaman Rp. 300.000.000,00
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 9.450.000.000,00
Daerah
b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 46.364.957.500,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah
dan Organisasi Perangkat Daerah;

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV . Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan
Kegiatan,;

€. Lampiran V . Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negera,;
i1 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
I Lampiran VIII . Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
i Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Je Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya;



k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya  yang  belum  diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

L Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 27 Desember 2018
#, BUPATLLOMBOK BARAT, /°

.

H. FAUZAN KHALID
Diundangkan di Gerung

pada tanggal, 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 99 TAHUN 2018
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Belanja Pegawai
Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang

Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal 1 27 Desember 2018
LOMBOK BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.964.649.895.314,07
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 279.318.605.833,07
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 139.136.174.375,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 18.854.331.282,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.276.680.354,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 105.051.419.822,07
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.329.381.343.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 43.776.821.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 796.736.415.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 488.868.107.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 355.949.946.481,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 105.889.170.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 72.158.209.481,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 177.902.567.000,00
2 BELANJA 1.910.134.937.814,07
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 924.587.115.178,17

618.845.167.754,98
2.500.000.000,00
29.462.100.000,00
12.254.631.000,00
15.799.050.565,70
242.726.165.857,49
3.000.000.000,00

52.964.152.392,60
446.094.373.868,35
486.489.296.374,95

SURPLUS / (DEFISIT) 54.514.957.500,00

1.300.000.000,00

1.000.000.000,00
300.000.000,00

9.450.000.000,00
46.364.957.500,00

PEMBIAYAAN NETTO (54.514.957.500,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Gerung, 27 Desember 2018
BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

RINGKASAN APBD

Halaman 1
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